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NOMOR : 215 TAHUN 2020 M.
TENTANG : F
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Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolang omor : 45,
PB/2020 Tanggal 8 Septerfxber 55'.'5‘8 l?e:-lnhq?, s
Operasional: : g I
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terinteg
Secara Elektronik. Telah dikeluarkan Oleh BKPM Nomor In
Berusaha : 0240000930476 pada Tanggal 7 September 2020.

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pe
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indor
Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890); g TN :

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro / ‘
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran & ;
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan f
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Dembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301); %

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran ’
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); e : f

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun: 1990  tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3410); N ¥

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provln_m
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia |

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik '

Indonesia Nomor 3952); 4 : ;
: ndidikan. dan Kebudayaan Republik ]

8. Keputusan Menteri Pe |
~ Indonesia Nomor : 0486/1992 Tim Ta;man Kanak - kanak

9. Peﬁaiurl ‘-"Bﬁpcﬁ Sarolangun ‘Nomor 49 tahui 2019 tentang S
- “atas Peraturan Bupati Nomor 58-Tahun 2018
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